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Kata kunci : Pajak Hotel, Potensi dan Efektivitas. 

 

Pajak Hotel merupakan pajak yang sangat berpotensi dengan 

berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Semarang. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah antara target penerimaan pajak hotel dengan realisasi 

penerimaan pajak hotel terdapat gap yang besar, bahkan mencapai 

Rp275.429.000,00 pada tahun 2011. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “Potensi dan Efektifitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan efektifitas pajak hotel di 

Kabupaten Semarang.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan analisis perhitungan 

potensi dan efektifitas pajak hotel di Kabupaten Semarang. Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 2008-2011 (4 

tahun).  

Hasil penelitian menunjukan bahwa antara potensi riil penerimaan pajak 

hotel dan target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan pemerintah daerah 

terdapat selisih cukup besar, artinya penerimaan pajak hotel di Kabupaten 

Semarang belum dikelola secara optimal. Efektivitas pajak hotel di Kabupaten 

Semarang pada tahun 2008 sebesar 79%, hasil ini termasuk dalam kriteria cukup. 

Pada tahun 2009 efektivitasnya sebesar 89% yang termasuk dalam kriteria tinggi. 

Tahun 2010 efektivitasnya sebesar 87% yang termasuk dalam kriteria tinggi, serta 

pada tahun 2011 efektivitasnya sebesar 85% yang juga termasuk dalam kriteria 

tinggi. Pengelolaan pajak hotel yang kurang optimal dikarenakan ada kendala-

kendala seperti kurangnya pemahaman wajib pajak, wajib pajak yang kurang jujur 

dan terbatasnya masa tenggang waktu pembayaran. 

Kesimpulan dalam penelitian ini,  bahwa selama periode tahun penelitian 

belum pernah target dan realisasi pajak hotel melampaui potensi riil pajak hotel. 

Terdapat selisih Rp2.523.541.200,00 antara target yang ditetapkan Pemerintah 

Daerah dan hasil perhitungan potensi riil. Pengelolaan pajak hotel termasuk dalam 

kategori efektif dan kendala yang mengakibatkan pengelolaan pajak hotel kurang 

optimal. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah 

mengkaji ulang dalam penetapan target dan juga senantiasa melakukan sosialisasi 

pentingnya pajak terhadap pembangunan agar wajib pajak sadar membayar pajak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan 

oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah 

daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing 

atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan 

harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan 

daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.  

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas 

dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi 

peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan 

cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2008). 

Konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, 

maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber 

Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya 
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dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan 

potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan 

baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau 

retribusinya. 

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan 

pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli 

Daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi 

dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan 

pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah 

administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak Propinsi dan 

tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta 

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian 

golongan C dan pajak parkir. 

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring 

dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam 

kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis 

rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama 
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pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang 

tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang 

berdiri sendiri dan dipertegas oleh Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 10 

Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. 

Menurut data realisasi pajak daerah di Kabupaten Semarang tahun 2008-

2011 menunjukkan pajak hotel menempati urutan kedua setelah pajak penerangan 

jalan, selanjutnya diikuti pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak 

galian C serta pajak parkir. Dilihat dari proporsinya, pajak hotel juga menempati 

urutan kedua setelah pajak penerangan jalan yaitu sebesar 5,71% pada tahun 2011. 

(data di lampiran). 

Menurut data target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten 

Semarang tahun 2008–2011 antara target dan realisasi selalu mengalami kenaikan. 

Kenaikan terbesar sampai 18% pada tahun 2011 sebesar Rp1.583.763.000,00 dari 

realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2010 sebesar Rp1.347.663.000,00. Tetapi 

antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang terjadi 

gap yang cukup besar dan yang terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 

Rp275.429.000,00.  
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Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pajak Hotel 

di Kabupaten Semarang Tahun 2008-2011 

 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) 

2008 1.229.065.000 973.530.000 255.535.000 

2009 1.314.414.000 1.169.704.000 144.710.000 

2010 1.549.327.000 1.347.663.000 201.664.000 

2011 1.859.192.000 1.583.763.000 275.429.000 

       Sumber : BPS Kabupaten Semarang, Indikator Ekonomi, Data diolah. 

 Persebaran hotel di Kabupaten Semarang didominasi di Kecamatan 

Getasan dan Kecamatan Bandungan. Hal ini terjadi karena dua kecamatan tersebut 

paling dekat dengan daerah wisata seperti Kecamatan Getasan yang dekat dengan 

tempat wisata Kopeng dan Kecamatan Bandungan yang dekat dengan tempat 

wisata Gedong Songo dan juga Sidomukti. Kecamatan lainnya juga terdapat hotel 

tetapi tidak terlalu ramai seperti Kecamatan Getasan dan Bandungan. Banyaknya 

hotel bisa meningkatkan pendapatan pajak hotel khususnya didaerah wisata yang 

kebanyakan dikunjungi oleh pengunjung luar kota. Dari 19 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Semarang hanya ada 10 kecamatan yang memiliki hotel, sisanya 9 

kecamatan tidak memiliki hotel. 
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Tabel 1.2 

Jumlah  Hotel dan Kamar Hotel per Kecamatan  

di Kabupaten Semarang Tahun 2011 

 

No Kecamatan Hotel 

Kamar 

Hotel 

1 Getasan 87 718 

2 Tengaran 1 30 

3 Ambarawa 8 151 

4 Bandungan 104 2 330 

5 Bawen 2 113 

6 Pabelan 1 37 

7 Bergas 8 192 

8 Ungaran Barat 5 107 

9 Ungaran Timur 1 42 

10 Sumowono 8 151 

JUMLAH 217 3720 

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang Dalam Angka 2012 

  

Berdasarkan kondisi dan latar belakang masalah tersebut terjadi gap yang 

cukup besar antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten 

Semarang serta adanya peluang peningkatan pajak hotel yang sangat besar. 

Adanya pemikiran tersebut, maka dalam rangka penyusunan skripsi ini dipilih 

judul”Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang ”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Pajak sebagai penerimaan pemerintah merupakan salah satu alat 

yang cukup penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, terutama 

sebagai stabilisator perekonomian melalui kebijakan anggaran guna 

menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi 

yang cukup. Akibat dari pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah memacu 

untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Potensi penerimaan daerah ini 
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dapat bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001, pajak 

daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

Adanya gap yang cukup besar antara target dan realisasi penerimaan 

pajak hotel di Kabupaten Semarang menandakan adanya potensi yang belum 

dimaksimalkan dengan baik. Dengan demikian, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang? 

2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten 

Semarang? 

3. Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hotel di 

Kabupaten Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui:   

1. Potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang 

2. Efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang. 

3. Kendala dalam pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penulisan ini maka diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk  menambah wawasan dan Ilmu pengetahuan 

penulis mengenai potensi dan efektivitas pajak hotel di Kabupaten Semarang. 

b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam usaha pengembangan lebih 

lanjut pada kajian penelitian yang sama yang mungkin dapat mengembangkan 

variabel-variabel lain. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa mahasiswi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang, khususnya mahasiswa mahasiswi Ekonomi 

Pembangunan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. 

b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah sebagai alat bantu 

perencanaan (Planning Tool) menentukan kebijakan tentang keuangan daerah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Landasan Teori 

2.1.1 Pajak 

Penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembangunan 

berasal dari beberapa sumber yang dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan 

bukan pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan 

pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri 

maupun luar negeri dan penerimaan dari badan usaha milik pemerintah sedangkan 

sumber penerimaan yang lainnya adalah berasal dari pajak (Suhendi, 2008). 

Siti dalam bukunya berjudul “Perpajakan:Teori Dan Kasus”, mengatakan 

pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, 

dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publict 

investment. (Resmi.2005:2). 

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang 

ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai 

motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak 

adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan 
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pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan Negara. Dari sudut pandang 

keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting. 

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak 

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai 

kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara (1) untuk membatasi konsumsi dan 

dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi (2) untuk mendorong 

tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer sumber dari tangan 

masyarakat ketangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi 

pemerintah (4) untuk memodifikasi pola investasi (5) untuk mengurangi 

ketimpangan ekonomi (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (Muklis, 2010). 

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan 

kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak 

semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas 

negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan 

aturan-aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003) dalam 

bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut : 

(a) Fungsi Budgetair 

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke 

dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam 
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melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk 

membiayai pembangunan. 

(b) Fungsi Mengatur 

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada 

pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan 

keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud 

menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor 

produktif. Adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang 

lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan 

akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam 

masyarakat. 

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak 

(Mardiasmo,2003) yaitu : 

(a) Asas kebangsaan 

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di 

Indonesia. 

(b) Asas tempat tinggal 

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di 

Indonesia di tentukan menurut keadaan. 
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(c) Asas sumber penghasilan 

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan 

subjek tempat tinggal. Selain asas-asas berpedoman kepada hal tersebut di 

atas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. 

Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman ke jaman yaitu : 

1) Asas sumber penghasilan 

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya 

seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara 

itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar 

premi yang berupa pajak. 

2) Teori kepentingan 

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya 

supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak 

pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan 

dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan 

masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan 

jiwa orang-orang berserta harta bendanya. 

3) Teori bukti 

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya 

persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-

tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada 

negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak 

didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan 
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pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus 

sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, 

kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.  

Ada pula asas pemungutan pajak yang dikemukakan Adam Smith (dalam 

Waluyo,2005) didasarkan pada asas berikut : 

(a) Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 

kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 

membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. 

(b) Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib 

pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan 

harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

(c) Convenience 

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan 

saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. 

(d) Economy 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban 

yang dipikul wajib pajak. 
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2.1.4 Macam – Macam Pajak 

2.1.4.1 Menurut Golongan 

a)  Pajak Langsung 

Pajak langsung dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian 

adminitrasi dan ekonomi. Dalam pengertian administrasi, pajak adalah 

pajak yang dipungut secara periodik (terus-menerus) dalam waktu tertentu 

menurut kohir (ketetapan pajak). Sedangkan dalam pengertian ekonomis, 

pajak langsung adalah beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada 

pihak lain, atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. 

b)  Pajak tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilumpuhkan 

(digeserkan) kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan. Konsumen 

(pihak ketiga) menjadi tujuan pajak, sedangkan pihak kedua adalah 

pemilik rumah makan dan pemilik penginapan atau wakilnya. 

2.1.4.2 Menurut Sifatnya 

a)  Pajak Subjektif 

Pajak Subjektif adalah pajak yang dipungut dengan memperlihatkan 

keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak 

yang dibayar. 

b)  Pajak Objektif 

Pajak Objektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada keadaan 

objektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, pembuatan dan kejadian 
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yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak 

mengindahkan sifat subyeknya. 

2.1.4.3 Menurut Wewenang Negara 

2.1.4.3.1. Pajak Negara 

Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah: 

a) Pajak Penghasilan (PPh) dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah 

undang undang no.7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

undang undang no.17 tahun 2000. 

b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & 

PPn BM) dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah undang-undang 

no.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhirdengan undang-undang 

no.18 tahun 2000. undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku 

sejak tanggal 1 april 1985 dan merupakan pengganti UU pajak Penjualan 

1951. 

c) Bea Materai dasar hukum pengenaan bea materai adalah undang-undang 

no.13 tahun 1985. undang-undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 

januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undang bea materai 

yang lama (aturan bea materai 1921). 

d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dasar hukum pengenaan pajak bumi dan 

bangunan adalah undang-undang no.12 tahun 1985 sebagaimana telah 

diubah dengan undang-undang no.12 tahun 1994. undang-undang PBB 

berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 dan merupakan pengganti. 

e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dasar hukum 

pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah undang-
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undang no.21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

undang-undang no.20 tahun 2000. undang-undang BPHTB berlaku sejak 

tanggal 1 januari 1998 menggantikan Ordonansi bea balik nama staasblad 

1924 No.291. 

2.1.4.3.2. Pajak Daerah 

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah 

undang-undang no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.34 tahun 2000. 

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

1. Pajak propinsi, terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air. 

b.Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 

2. Pajak kabupaten/kota; terdiri dari: 

a. Pajak Hotel. 

b. Pajak Restoran. 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan. 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak lain-lain 
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2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak 

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau 

perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat (Tarmudji.2001:12), yaitu : 

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat yuridis). 

c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis). 

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 

Disamping itu ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk 

memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang 

dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun 

sisi ilmiah (Prakoso, Kesit Bambang.2005:5). 

a. Teori Asuransi 

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat 

(tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat 

mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya 

tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak 

ada hubungan langsung. 

b. Teori Kepentingan 

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. 

Teori ini dikenal sebagai Benefit Approach Theory. 
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c. Teori Daya Pikul 

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing 

orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau 

pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai Ability to Pay Approach 

Theory. 

d. Teori Bakti 

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti sesesorang kepada 

negaranya. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu 

atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak. 

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan 

besarnya penetapan pajak (Resmi.2005:10). 

a. Official Assesment system 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. 

Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak 

sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau 

tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur 

perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 
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b. Self assesment system 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif 

dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib 

Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami 

peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang 

tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan 

demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 

bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib 

Pajak). 

c. With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. 

Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang 

perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan 

memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana 

perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang 

ditunjuk. 
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2.1.7. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini 

termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak 

hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. 

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah 

kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak 

kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah 

kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan 

daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum 

operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di 

daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005). 

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu 

diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005). 

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan 

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan 

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh petokoan dan perkantoran. 

Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, berdasarkan 

klasifikasi hotel di Kabupaten Semarang terdapat beberapa jenis- jenis hotel 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau 

sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang 

dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas 
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lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi prasyarat sebagai hotel 

berbintang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata 

antara lain keadaan fisik, seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan, 

pelayanan yang diberikan, kualifikasi tenaga kerja dan kesejahteraan 

karyawan, serta sarana rekreasi atau olahraga yang disediakan seperti 

lapangan tennis, kolam renang, dan diskotek. Ciri khusus hotel 

berbintang adalah mempunyai restoran yang berada dibawah manajemen 

hotel tersebut.  

2. Hotel Melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau 

sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat 

menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya 

dengan pembayaran dan belum dapat memenuhi persyaratan sebagai 

hotel bintang seperti yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Pariwisata tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang 

dikeluakan oleh Dinas Pariwisata Daerah. Hotel melati dirinci menjadi 

Melati 1, Melati 2, Melati 3. 

3.  Pondok Wisata adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang 

dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat 

tinggalnya (dengan pembayaran harian). 

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun 

beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk 

umum. 
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3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang 

dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang 

jasa penginapan. 

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai 

imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada 

pemilik hotel. 

5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti 

pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan 

pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta 

fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak. 

2.1.7.1.  Dasar Hukum Pajak Hotel 

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum 

yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. 

Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2010 Tentang Pajak 

Daerah. 

4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai 

aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada 

kabupaten/kota dimaksud. 
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Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subjek pajak, wajib 

pajak dan objek pajak hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah 

konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh 

pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha 

hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam 

lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa 

penginapan. Sedangkan yang termasuk obyek pajak hotel antara lain : 

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian 

rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau 

lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas 

penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk 

pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), 

losmen dan rumah penginapan. 

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat 

tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 

kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, teleks, 

fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang 

disediakan atau dikelola hotel. 

3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, 

bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran 

(fitness centre), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan 

atau dikelola hotel. 

4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 
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2.1.7.2. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel 

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 

kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual 

atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian 

jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak 

langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan 

yang sama. 

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak 

kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun 

penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas 

pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua 

tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. 

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota 

untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-

masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota 

diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda 

dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.  
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2.1.7.3. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah 

Pemungutan Pajak 

Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama 

dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan 

keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan 

dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu 

tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 

dengan tahun takwim. 

Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib 

pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut 

ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan 

menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa 

penginapan di hotel atau penginapan. Pajak hotel yang terutang dipungut di 

wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan 

kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel 

yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. 

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut 

pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus 

menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (bill), kecuali ditetapkan lain oleh 

bupati/walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah 

penggunaan mesin cash register sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan 

sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang 

ditempati, lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan harus 
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mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri dan 

digunakan sesuai dengan nomor urut.  

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti 

pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dbayar 

oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan 

bon penjualan kepada subjek pajak selain untuk kepentingan pengawasan terhadap 

peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk 

memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepada masyarakat selaku subjek 

pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib 

pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan 

bupati/walikota, misalnya dalam waktu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan 

surat pemberitahuan pajak daerah. Wajib pajak yang wajib menggunakan bon 

penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi 

berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak. Bon 

penjualan baru dapat digunakan setelah diporporasi oleh bupati/walikota atau 

pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada 

Dinas Pendapatan Daerah kabuapten/kota, kecuali dietapkan lain oleh Kepala 

Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, 

tetapi menggunakan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, 

umumnya berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak. 
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2.1.8. Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel 

Potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang 

berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan 

dengan tarif dasar pajak. 

Untuk menghitung potensi Pajak Hotel, digunakan formula yang 

disampaikan oleh Harun (2003) sebagai berikut: 

 

Potensi Pajak Hotel = A x B x C x D 

 

Keterangan : 

A : Jumlah kamar 

B : Rata-Rata tarif kamar 

C : Jumlah hari(dengan asumsi 1 tahun adalah 360 hari) 

D : Tingkat hunian kamar 

 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat hunian kamar dilakukan dengan 

menghitung jumlah kamar yang dihuni / dipakai tamu (room night occupied) 

dibagi dengan banyaknya kamar yang tersedia/ dapat dipakai (room night 

available) dikalikan 100%. 

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang 

dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud 

tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila 

menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya 

(Halim, 2001: 158) 

Menurut Jone dan Pendlebury (1995) , adalah suatu ukuran keberhasilan 

atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Halim, 2001:156). 

Selanjutnya efektifitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan 
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atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa 

jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Halim, 2001:158).  

Mencapai efektivitas pengelolaan hotel maka diperlukan manajemen hotel 

yaitu salah satunya adalah pemasaran, agar tingkat hunian kamar meningkat. 

Pemasaran terdiri dari tiga unsur penting yaitu produk, harga, dan promosi (A. 

Yoeti.1999:5). 

a. Produk 

Produk hotel disini meliputi pelayanan sewaktu pertama datang, membawakan 

barang, memberi infomasi, menyediakan kamar tidur, menyediakan makan 

dan minuman, dan sebagainya. Namun demikian produk yang dinikmati 

tergantung permintaan dan keinginan tamu sendiri atau tergantung orangnya. 

Tamu hotel memerlukan produk berdasarkan manfaatnya. Contoh manfaat 

menginap suatu hotel termasuk juga kebutuhan untuk mendapat pelayanan, 

keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan hiburan. 

b. Harga 

Masalah harga atau tarif kamar suatu hotel ditetapkan berdasarkan biaya yang 

diperlukan untuk menyiapkan pelayanan untuk pemakaian kamar yang 

bersangkutan, dengan memperhatikan harga pasar yang terjadi dalam 

persaingan dalam periode tertentu. Harga persaingan ditentukan oleh dua 

macam produk hotel yaitu Limted Service Hotel seperti Hotel Melati, dan Full 

Service Hotel seperti Hotel Bintang, dimana tiap klasifikasi memiliki tarif 

kamar hotel yang berbeda. Dalam pemasaran hotel kita mengenal apa yang 

disebut dengan istilah Yield Management, yaitu proses penjualan kamar yang 
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sama dengan harga yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan 

permintaan yang diperkirakan akan meningkat (Peak Season) atau permintaan 

akan menurun (Off season). 

c. Promosi 

Menarik tamu menginap di hotel dan menggunakan fasilitas hotel, adalah 

tujuan utama kegiatan promosi yang dilakukan suatu hotel. Kegiatan promosi 

itu dibagi dalam empat kegiatan yaitu : 

1. Advertising 

Adalah suatu kegiatan promosi yang dibayar melalui media cetak atau 

medi elektronik, poster, spanduk, dan banyak media lainnya. 

2. Public Relation 

Adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh pejabat hotel sendiri 

dengan menggunakan teknik-teknik pendekatan kepada masyarakat secara 

luas dengan bermacam-macam kegiatan yang berkaitan dengan 

operasional hotel. Tugas utamanya dalah memelihara citra perusahaan 

dimata tamu dan masyarakat secara luas. Bila ada hal-hal yang dapat 

menimbulkan dampak negatif terhadap hotel, maka Public Relation 

bertanggungjawab untuk meluruskannya dengan meralat di surat kabar 

atau melakukan Press Release dengan wartawan atau wawancara kalau 

diperlukan. 

3. Sales Promotion 

Adalah kegiatan promosi yang dilakukan dengan tujuan untuk mendukung 

bagian penjualan dalam melakukan tugas-tugas penjualan yang menjadi 
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kewajibannya. Kegiatan yang biasa dilakukan untuk kegiatan promosi ini 

antara lain menggunakan alat bantu antara lain : video tapes, slide 

presentasi, Company Newsletter seperti brosur, leaflet, dan lain-lain. 

4. Personal selling 

Adalah salah satu kegiatan promosi yang dilakukan dengan jalan 

melakukan bujukan kepada calon tamu dengan harapan dapat memutuskan 

kepastian akan membeli produk hotel yang ditawarkan. Contoh dari 

Personal Selling antara lain adalah : Sales Presentations, Rate Quatations, 

Business Luncheon dan sebagainya. 

 

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak hotel, 

maka efektivitas yang dimaksudkan dapat mengetahui seberapa besar realisasi 

penerimaan pajak hotel, berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada 

suatu periode tertentu (Halim, 2001:158). Sehingga besarnya efektifitas 

pengelolaan pajak hotel dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Efektifitas pajak hotel =      Realisasi / Potensi Pajak Hotel        x 100 ℅ 

                                        Target / Potensi Pajak Hotel  

 

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektivitas 

pengelolaan Pajak Hotel, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas 

yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya. Angka efektivitas ini 

menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktifitas 

pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektifitas 
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menunjukan semakin efektif aktifitas pemungutannya. Artinya, semakin besar 

kemampuan memungutnya dan tujuan aktifitas pemungutan semakin mendekati 

untuk dapat dicapai (Prakosa, 2005:144). 

2.1.9. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Penulis dan Judul variabel Hasil penelitian 

1. Armida Fentika 

“Intensifikasi pajak hotel 

melalui pengembangan 

pariwisata di Kota 

Tanjung Pinang” 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak Hotel, 

Potensi 

Pajak Hotel 

Potensi riil dari pajak hotel di 

Kota Tanjungpinang sangat 

tinggi, lebih dari 200% dari 

target yang ingin dicapai. 

Namun demikian kondisi 

pemenuhannya hanyalah sebesar 

85% dari target pendapatan. 

2. Indra Widhi 

Ardhiyansyah  

” Analisis Kontribusi 

Pajak Hotel dan Restoran 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten 

Purworejo tahun 1989-

2003” 

Jumlah Hotel 

dan Restoran, 

Tingkat 

Inflasi, Jumlah 

Wisatawan 

Nusantara, 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak 

Hotel 

Tingkat efektifitas pajak hotel 

dan restoran di Kabupaten 

Purworejo pada tahun 1989-

2003 sangat baik yaitu rata-

rata sebesar 102,04%. 

Tingkat efisiensi pajak hotel 

dan restoran di Kabupaten 

Purworejo pada tahun 

anggaran 1989-2003 yaitu naik 

turun antara 24,66% - 27,29%. 

Dari hasil analisis diketahui 

bahwa variabel jumlah hotel 

dan restoran berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak hotel dan 

restoran sedangkan variabel 

tingkat inflasi dan jumlah 

wisatawan nusantara tidak 

signifikan. 

3. Agus Rahmanto 

“Efektifitas Pajak Hotel 

dan Kontribusinya 

terhadap Pajak Daerah di 

Kabupaten Semarang 

tahun 2000-2004” 

Realisasi 

Pendapatan 

Pajak Hotel, 

Potensi 

Pendapatan 

Pajak 

Hotel, 

Realisasi 

Efektifitas pengelolaan pajak 

hotel di Kabupaten Semarang 

tahun 2000-2004 nilainya terus 

mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. 

Kontribusi pajak hotel 

terhadap pajak daerah sebesar 

10,9% sisanya dipengaruhi 
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Pendapatan 

Pajak 

Daerah 

oleh unsur pajak daerah yang 

lain. 

Efektifitas yang meningkat 

akan dibarengi dengan 

pengoptimalan potensi yang 

ada sehingga PAD meningkat. 

2.2. Kerangka Berpikir 

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus 

dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak hotel 

sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan 

pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus 

diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan 

potensi daerah tersebut. 

Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi pajak 

hotel yang ada karena berdasarkan data-data yang ada terdapat permasalahan yang 

krusial yaitu adanya pajak hotel yang belum digali secara maksimal atau ada 

potensi yang masih terpendam. Berdasarkan data-data terkait terlihat bahwa 

terdapat celah/selisih antara realisasi dengan target yang cukup besar.  

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan 

yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi pajak hotel secara 

nyata. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan 

dengan perhitungan potensi pajak hotel dan kajian teori yang ada terkait penelitian 

mengenai pajak hotel. Bila hasil perhitungan potensi pajak hotel telah didapatkan 

maka akan dapat pula diukur berapa efektifitas dari pajak hotel tersebut karena 

efektifitas dari pajak hotel dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya 

realisasi penerimaan pajak hotel dengan besarnya potensi pajak hotel yang ada. 
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Dengan demikian bila potensi pajak hotel dapat diketahui maka efektifitas secara 

langsung dapat pula diketahui. 

Dengan melihat landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang 

telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan kumpulan sejumlah fakta atau kenyataan yang dapat 

dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu 

kesimpulan (Santosa, 2007). Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak 

dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan 

dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder data 

yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh 

pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat perkembangan objek 

penelitian selama periode tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder yang 

dikumpulkan adalah data realisasi dan target penerimaan pajak hotel, data pajak 

daerah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah hotel dan jumlah kamar. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari BPS Kabupaten 

Semarang, Kabupaten Semarang dalam angka 2009-2012, BPS Provinsi Jawa 

Tengah dan file publikasi dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri dari individu, objek, segala 

peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif/kualitatif. Sedangkan definisi 

operasional merupakan pengubahan konsep yang masih berupa abstrak dengan 

kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan 
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ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel yang digunakan 

(Nurmayasari, 2010). 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

3.2.1. Potensi Pajak Hotel 

Potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan 

yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian 

dikalikan dengan tarif dasar pajak.  

3.2.2. Efektivitas Pajak Hotel 

Efektifitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang 

dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud 

tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif 

bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang 

dikehendakinya. 

Efektivitas dapat diketahui dengan membandingkan antara target 

banding potensi dengan realisasi banding potensi.  

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan 

untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang 

diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan 

data dengan membaca literatur tentang pajak, jurnal-jurnal potensi dan efektivitas 

pajak hotel, maupun sumber lain seperti dokumen di BPS baik di Kabupaten 
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Semarang ataupun Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan penelitian ini yaitu 

Kabupaten Semarang dalam angka tahun 2009-2012.. 

3.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

3.4.1.  Perhitungan Potensi 

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis 

menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah 

dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan 

didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat 

diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali 

potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya 

rencana penerimaan yang akan datang. Untuk menghitung potensi pajak 

hotel digunakan rumus yang disampaikan oleh Harun (2003) sebagai 

berikut : 

PPH = A x B x C x D  

Dimana : 

PPH : Potensi Pajak Hotel 

A  : Jumlah Kamar 

B  : Tarif kamar rata-rata 

C  : Jumlah hari 

D  : Tarif pajak hotel 

Ketika didapatkan perhitungan mengenai potensi maka dapat pula 

diketahui seberapa besar efektivitas pengelolaan pajak hotel tersebut 
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karena efektivitas pengelolaan pajak hotel dihitung berdasarkan 

perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan 

potensi Pajak Hotel yang ada. Angka efektivitas ini menunjukkan 

kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktifitas pemungutan 

dapat dicapai. Dengan demikian semakin besar efektivitas menunjukkan 

semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya, semakin besar 

kemampuan memungutnya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin 

mendekati untuk dapat dicapai (Prakoso, 2005 ). 

3.4.2.  Analisis Efektivitas Pajak Hotel 

Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga 

dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, 

kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan 

dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga 

suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai 

pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat 

yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Simanjuntak, 2001). 

Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan 

suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah 

(Mardiasmo, 2003). 

Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak hotel digunakan 

rumus sebagai berikut : 

Efektivitas  =    Realisasi / Potensi Pajak Hotel        x 100  

                       Target / Potensi Pajak Hotel 
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Untuk mengetahui ukuran kriteria efektifitas digunakan 

interprestasi nilai r sebagai dasar untuk menentukan nilai efektivitas yang 

diperoleh. Interprestasi r tersebut adalah sebagai berikut 

(Suharsimi,2002:245). 

 

Tabel 3.1 

Interpretasi Nilai r 

 

Besarnya Nilai r Interpretasi 

Antara 0,81 sampai dengan 1,00 Tinggi 

Antara 0,61 sampai dengan 0,80 Cukup 

Antara 0,41 sampai dengan 0,60 Agak Rendah 

Antara 0,21 sampai dengan 0,40 Rendah 

Antara 0,00 sampai dengan 0,20 Sangat Rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten 

Semarang secara geografi berada pada 110
0
 14’ 54,75” sampai dengan 110

0
 39’ 3” 

Bujur Timur dan 7
0
 3’ 75”- 7

0
 30’ Lintang Selatan. Keempat kordinat bujur dan 

lintang tersebut membatasi wilayah seluas 95.020, 674 Ha. 

Secara administrasi letak gografis Kabupaten Semarang berbatasan 

langsung dengan 6 Kabupaten/Kota. Selain itu Ditengah-tengah wilayah 

Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga. Disisi sebelah utara, wilayah 

Kabupaten Semarang berbatasan dengan wilayah administrasi Kota Semarang. 

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Sementara sisi sebelah 

timur, wilayah Kabupaten Semarang berbatasan dengan wilayah administrasi  

Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal.  

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang bisa dikatakan relatif sejuk. 

Hal ini memungkinkan karena jika ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari 

permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 meter dpl 

hingga 1450 meter dpl. Desa Candirejo di Kecamatan Pringapus merupakan desa 

dengan ketinggian terendah, sedangkan Desa Batur di Kecamatan Getasan 

merupakan wilayah desa dengan ketinggian tertinggi.  
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Terdapat tiga sungai utama yang melintasi daerah-daerah Kabupaten 

Semarang. Ketiga sungai tersebut adalah 1. Sungai Garang yang melintasi daerah 

di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur dan Bergas. 2. Kali Tuntang 

melintasi sebagian Kecamatan Bringin, Tuntang, Pringapus dan Bawen. 3. Kali 

Senjoyo dengan daerah yang dilalui adalah sebagian Kecamatan Tuntang, 

Pabelan, Bringin, Tengaran dan Getasan. Selain ketiga sungai utama tadi, terdapat 

juga beberapa sungai yang mengaliri wilayah Kabupaten Semarang. Sungai-

sungai tersebut antara lain : Laban, Babon, Dolok, Klampok, Bodri, Progo, dan 

Cemoro selain sungai-sungai kecil lainnya. 

Rawa Pening merupakan salah satu obyek wisata sekaligus sumber air 

penting di Kabupaten Semarang. Secara administrasi dan geografis, Rawa Pening 

terletak di Kecamatan Banyubiru, Tuntang, dan Kecamatan Bawen. Rawa Pening 

memiliki peranan penting dalam peta pertanian Kabupaten Semarang. Hal ini 

disebabkan Sembilan sungai yang bermuara di Rawa Pening. Hal lain yang perlu 

diperhatikan adalah gunung yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. 

Tercatat tiga gunung utama yang berada di wilayah Kbupaten Semarang yaitu : 1. 

Gunung Ungaran dengan wilayah Kecamatan Ungaran, Bawen, Bandungan, 

Sumowono sebagai wilayah kedudukannya. 2. Gunung Telomoyo yang letaknya 

meliputi Kecamatan Banyubiru dan Getasan. 3. Gunung Merbabu yang didiami 

penduduk dari wilayah Kecamatan Getasan dan Tengaran. Selain itu juga terdapat 

delapan perbukitan di wilayah Kabupaten Semarang. Di Kecamatan Ungaran 

Barat terdapat perbukitan Sewakul, di Kecamatan Ungaran Timur terdapat 
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perbukitan Kalong dan juga beberapa perbukitan yang tersebar di Kecamatan 

Pabelan, Suruh, Tuntang, Tengaran, Bancak dan Bergas. 

Luas wilayah Kabupaten Semarang pada tahun 2011 seluas 95.020,67 Ha, 

yang terbagi atas lahan pertanian sawah 23.982,83 Ha (25,24%), lahan pertanian 

bukan sawah 36.457,13 Ha (38,37%), sedangkan luas lahan bukan pertanian 

adalah 34.580,70 Ha (36,39%). Luas lahan sawah sangat tidak merata antar 

kecamatan. Kecamatan Suruh, Pabelan, Bringin dan Susukan merupakan 

kecamatan dengan sawah terluas rata-rata diatas 2.000 Ha. Kondisi ini kontradiksi 

dengan luas lahan sawah di Kecamatan Getasan hanya 25 Ha. 

Wilayah Kabupaten Semarang terbagi dalam 19 Kecamatan, 208 desa dan 

27 Kelurahan, jumlah ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2010. Sedangkan 

untuk jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.565 mengalami penurunan 

sebanyak 62 RW disbanding tahun 2010 (1.627) hal ini dikarenakan ada 

renumbering dan penggabungan RW di beberapa Kecamatan. Jumlah Rukun 

Tetangga (RT) pada tahun 2011 sebanyak 6.490 RT mengalami kenaikan 4 RT 

dibandingkan tahun 2010 (6.486). kecamtan terluas adalah Kecamatan Pringapus 

dengan luas 7.834,70 Ha sedankan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan 

Ambarawa dengan luas 2.882,70 Ha.  

Penduduk Kabupaten Semarang hasil registrasi penduduk akhir tahun 2011 

tercatat sebanyak 938.802 jiwa. Disbanding data penduduk tahun 2010 sebanyak 

933.764 jiwa mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,54%. Dari sejumlah 

penduduk 2011 menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-lakinya tercatat 

462.592 jiwa (49,27%), penduduk perempuan sebanyak 476.210 jiwa (50,73%). 
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Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Semarang tahun 2011, 

kepadatan penduduk setiap km
2 

juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 

2010 kepadatan penduduk sebesar 983 jiwa/km
2
, 

 
maka pada tahun 2011 

kepadatan penduduk adalah 988 jiwa/km
2
. 

Persebaran hotel tahun 2011 di Kabupaten Semarang sendiri bisa 

dikatakan cukup merata walaupun jumlah besar hanya didominasi 2 kecamatan 

saja dan ada kecamatan yang tidak memiliki hotel. Jumlah terbesar terdapat di 

Kecamatan Bandungan dengan 104 hotel dan 2.330 kamar hotel. Beberapa 

kecamatan seperti Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan 

Suruh, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Jambu, 

Kecamatan Bringin, Kecamatan Bancak, dan Kecamatan Pringapus tidak terdapat 

hotel. Pada tahun 2011 di Kabupaten Semarang terdapat 217 hotel dan 3.720 

kamar hotel walaupun jika dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan 

khususnya pada jumlah kamar hotel yaitu 3.736 kamar hotel pada tahun 2010. 

 

4.2.   Deskripsi Variabel Penelitian 

4.2.1. Pajak Hotel 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana yang 

digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah. 

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin besar 

pula kemampuan daerah itu untuk melakukan pembiayaan pembangunan 

daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk selalu 
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meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya, termasuk penerimaan 

Pajak Hotel 

Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki 

potensi besar seiring dikembangkannya bidang pariwisata di Kabupaten 

Semarang. Pajak Hotel tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, rata-rata 

pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel selama empat tahun sebesar 15,8%, 

penerimaan terus meningkat selama tahun 2008 hingga tahun 2011. 

 
         Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (data diolah) 

 

Gambar 4.1  Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah  

Kabupaten Semarang Tahun 2008-2011 (persen) 

 

 Pada tahun 2009 terjadi kenaikan kontribusi pajak hotel terhadap pajak 

daearah Kabupaten Semarang. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah hotel 

pada tahun 2009 mengakibatkan kenaikan pendapatan pajak hotel di Kabupaten 

Semarang. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2010 dan 2011 terjadi penurunan 

kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Semarang. Hal ini 

disebabkan adanya penurunan tingkat hunian yang cukup signifikan pada tahun 

tersebut. Pajak hotel di Kabupaten Semarang memiliki rata-rata kontribusi 5,48% 

per tahun terhadap pajak daerah.  
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        Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (data diolah) 

 

Gambar 4.2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008-2011 (persen) 

 

 Berbeda dengan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten 

Semarang, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah mengalami 

kenaikan dari tahun 2008 sampai tahun 2010 dan penurunan pada tahun 2011. Hal 

ini disebabkan karena hotel biasanya berhubungan dengan sektor pariwisata yang 

pada tiga tahun belakangan sangat dikembangkan di Kabupaten Semarang. 

Adanya perkemangan sektor pariwisata yang positif berdampak positif juga pada 

sektor perhotelan yang khususnya di daerah pariwisata tersebut. Rata-rata 

kontribusi  pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,25% per tahun. 

 

4.3.  Hasil Analisis Data 

4.3.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel 

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan 

target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk 

masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, 
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sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan 

untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya 

rencana penerimaan yang akan datang.  

Untuk menghitung potensi Pajak Hotel di Kabupaten Semarang pada tahun 

2008-2011 menggunakan data sekunder. Dari data yang diperoleh mengenai 

jumlah hotel dan jumlah kamar hotel di Kabupaten Semarang tahun 2008-2011 

dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 

Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Hotel di Kabupaten Semarang           

Tahun 2008-2011 

NO Jenis Hotel 2008 2009 2010 
 

2011 

  

jumlah 
hotel 

jumlah 
kamar 

jumlah 
hotel 

jumlah 
kamar 

jumlah 
hotel 

jumlah 
kamar 

jumlah 
hotel 

jumlah 
kamar 

1 pondok wisata 15 89 16 88 17 88 17 84 
2 melati 1 145 2121 148 2121 152 2126 152 2123 
3 melati 2 30 632 28 630 26 638 26 635 
4 melati 3 18 708 18 708 18 712 18 706 
5 bintang 3 170 4 172 4 172 4 172 

   JUMLAH 211 3720 214 3719 217 3736 217 3720 

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2009-2012. 

Dari perolehan data-data tersebut diatas dan dengan asumsi bahwa :  

1. Jumlah hari dalam 1 tahun : 360 hari 

2. Masa Pergantian Kamar : 1 x 1 hari 

3. Rata- rata Tarif Kamar/ Malam dan Tingkat Hunian Kamar 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

Tabel 4.2 

Rata-Rata Tarif Kamar dan Tingkat Hunian 

NO Jenis Hotel 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 

  

Tarif 
kamar 
(Rp) 

tingkat 
hunian 

Tarif 
kamar 
(Rp) 

tingkat 
hunian 

Tarif 
kamar 
(Rp) 

tingkat 
hunian 

Tarif 
kamar 
(Rp) 

tingkat 
hunian 

1 pondok wisata 30.000 0,25 30.000 0,19 35.000 0,22 35.000 0,16 

2 melati 1 40.000 0,34 40.000 0,24 40.000 0,38 40.000 0,35 

3 melati 2 50.000 0,24 50.000 0,23 60.000 0,24 70.000 0,22 

4 melati 3 80.000 0,2 85.000 0,26 85.000 0,23 85.000 0,21 

5 Bintang 300.000 0,17 325.000 0,18 350.000 0,11 350.000 0,15 

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Kabupaten Semarang Dalam Angka Thun 2009-2012 

Berdasarkan data-data diatas maka dapat dihitung potensi Pajak Hotel dari 

penerimaan jenis hotel di Kabupaten Semarang untuk tahun 2008 yaitu sebagai 

berikut : 

Dari perhitungan data, omzet tertinggi pada tahun 2008 adalah klasifikasi 

hotel melati 1 dan yang terendah adalah klasifikasi hotel pondok wisata. Omzet 

melati 1 tertinggi pada tahun 2008 dikarenakan jumlah kamar yang disediakan 

lebih banyak dibandingkan klasifikasi hotel yang lain serta tingkat hunian yang 

terbesar diantara yang lainnya. Sedangkan pada pondok wisata memiliki omzet 

terendah disebabkan jumlah kamar yang disediakan sedikit serta tarif kamar juga 

paling murah dibanding yang lainnya. 

Dari perhitungan, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis 

hotel pada tahun 2008 adalah sebesar Rp20.554.236.000,00 dengan demikian, 

potensi penerimaan Pajak Hotel adalah Rp20.554.236.000 x 10% = 

Rp2.055.423.600,00. ( di lampiran). 

Untuk menghitung potensi Pajak Hotel dari penerimaan jenis hotel di 

Kabupaten Semarang untuk tahun 2009 bahwa omzet tertinggi dihasilkan 
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klasifikasi hotel melati 1 dan yang terendah dihasilkan klasifikasi hotel pondok 

wisata, hala ini sama seperti pada tahun 2008. Penyebabnya masih sama seperti 

tahun 2008, pada klasifikasi melati 1 jumlah kamar masih yang terbesar dan masih 

menjadi favorit pengunjung dengan tingkat hunian cukup tinggi. Sedangkan pada 

pondok wisata, jumlah kamar relatif terbatas, tarif kamar terendah serta tingkat 

hunian yang relatif kecil.  

Dari perhitungan data, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis 

hotel pada tahun 2009 adalah sebesar Rp19.374.120.000,00 dengan demikian, 

potensi penerimaan Pajak Hotel adalah Rp19.374.120.000 x 10% = 

Rp1.937.412.000,00. (di lampiran). 

Untuk menghitung potensi Pajak Hotel dari penerimaan jenis hotel di 

Kabupaten Semarang untuk tahun 2010 bahwa omzet terbesar pada tahun 2010 

dihasilkan oleh melati 1 dan terendah adalah pondok wisata. Pada tahun 2010 

jumlah kamar melati 1 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada 

pondok wisata jumlah kamar mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, 

walaupun tingkat hunian cukup signifikan tetapi omzet yang dihasilkan masih 

paling rendah. 

Dari perhitungan data, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis 

hotel pada tahun 2010 adalah sebesar Rp22.579.776.000,00 dengan demikian, 

potensi penerimaan Pajak Hotel adalah Rp22.579.776.000 x 10% = 

Rp2.257.977.600,00. (di lampiran). 

Untuk menghitung potensi Pajak Hotel dari penerimaan jenis hotel di 

Kabupaten Semarang untuk tahun 2011 bahwa melati 1 tetap menjadi penghasil 
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omzet tertinggi sedang pondok wisata penghasil omset terendah dibandingkan 

yang lainnya. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, omzet melati 1 dan 

pondok wisata sama-sama mengalami penurunan yang cukup tajam. 

Dari perhitungan data tersebut, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet 

dari jenis hotel pada tahun 2011 adalah sebesar Rp22.177.726.000,00 dengan 

demikian, potensi penerimaan Pajak Hotel adalah Rp22.177.726.000 x 10% = 

Rp2.217.772.600,00. (di lampiran). 

4.3.2. Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel  

 Efektivitas =         Realisasi / Potensi Pajak Hotel         x 100 

                                    Target / Potensi Pajak Hotel               

  

a. Tahun 2008 

Berdasarkan jumlah potensi penerimaan pajak hotel sebesar 

Rp2.055.423.600,00 diketahui efektivitas pajak hotel di Kabupaten Semarang 

tahun 2008 dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp973.530.000,00 

tahun 2008 adalah sebagai berikut : 

Efektifitas tahun 2008 =   973.530.000 / 2.055.423.600      x 100    = 79 % 

                               1.229.065.000  / 2.055.423.600            

 

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel di 

Kabupaten Semarang tahun 2008 adalah 79 persen. 

b. Tahun 2009 

Berdasarkan jumlah Potensi Penerimaan Pajak Hotel sebesar 

Rp1.937.412.000,00 diketahui efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang 
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tahun 2009 dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel sebesar 

Rp1.169.704.000,00 tahun 2009 adalah sebagai berikut : 

Efektifitas tahun 2009 =  1.169.704.000 / 1.937.412.000     x 100    = 89%  

                               1.314. 414.000  / 1.937.412.000            

 

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektifitas Pajak Hotel di 

Kabupaten Semarang tahun 2009 adalah 89  persen. 

c. Tahun 2010 

Berdasarkan jumlah Potensi Penerimaan Pajak Hotel sebesar 

Rp2.257.977.600,00 diketahui efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang 

tahun 2010 dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel sebesar 

Rp1.347.663.000,00 tahun 2010 adalah sebagai berikut : 

Efektivitas tahun 2010 =  1.347.663.000 / 2.257.977.600    x 100    = 87% 

                             1.549.327.000  / 2.257.977.600            

 

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Hotel di 

Kabupaten Semarang tahun 2010 adalah 87 persen. 

d. Tahun 2011 

Berdasarkan jumlah Potensi Penerimaan Pajak Hotel sebesar 

Rp2.217.726.000,00 diketahui efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang 

tahun 2011 dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel sebesar 

Rp1.583.763.000,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut : 

Efektivitas tahun 2011 =  1.583.763.000 / 2.217.726.000    x 100    = 85% 

                               1.859.192.000 / 2.217.726.000            

 

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Hotel di 

Kabupaten Semarang tahun 2011 adalah 85 persen. 
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4.4. Interpretasi Hasil 

4.4.1. Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang 

Berdasarkan hasil perhitungan potensi selama empat tahun, yaitu periode 

tahun 2008 hingga tahun 2011, total potensi penerimaan Pajak Hotel adalah 

sebesar Rp8.468.539.200,00. 

 

Tabel 4.3 

Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang 

Tahun 2008-2011 

 

Tahun Potensi Pajak Hotel Perubahan Persen 

2008 2.055.423.600   

2009 1.937.412.600 -40.251.600 1,78% 

2010 2.257.977.600 320.565.600 -16,55% 

2011 2.217.726.000 -118.011.600 5,74% 

Jumlah 8.468.539.200  

Rerata 2.117.134.800 -54.100.800 -3,01% 

 Sumber: Bps Provinsi Jateng, Data Diolah Tahun 2009-2012 

 

Tahun 2009 potensi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang 

sebesar Rp1.937.412.600,00 mengalami penurunan dibandingkan potensi 

penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2008 yang sebesar Rp2.055.423.600,00. Hal 

ini terjadi disebabkan adanya penurunan jumlah kamar dan juga penurunan 

tingkat hunian yang cukup signifikan khususnya pada tipe pondok wisata dan 

melati 1. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan potensi penerimaan Pajak Hotel di 

Kabupaten Semarang dibanding pada tahun 2009 yaitu sebesar 

Rp2.257.977.600,00. Pada tahun 2011 juga terjadi penurunan potensi penerimaan 

Pajak Hotel menjadi Rp2.217.726.000,00. 
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Hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Fentika yang berjudul “Intensifikasi Pajak Hotel Melalui 

Pengembangan Pariwisata di Kota Tanjung Pinang” yang menyatakan bahwa 

potensi riil pajak hotel lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan.    

Tabel 4.4 

Target, Realisasi, dan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Semarang 

Tahun 2008 – 2011 

 

Tahun 

Target Pajak 

Hotel 

Realisasi Pajak 

Hotel 

Potensi Pajak 

Hotel 

2008 1.229.065.000 973.530.000 2.055.423.600 

2009 1.314.414.000 1.169.704.000 1.937.412.000 

2010 1.549.327.000 1.347.663.000 2.257.977.600 

2011 1.859.192.000 1.583.763.000 2.217.726.000 

Jumlah 5.944.998.000 5.074.660.000 8.468.539.200 

   Sumber: Bps Provinsi Jateng, Tahun 2009-2012 

 

Apabila dibandingkan antara target Pajak Hotel yang dibuat oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan potensi riil penerimaan Pajak 

Hotel di Kabupaten Semarang terdapat selisih yang cukup besar, dapat dilihat 

pada Tabel 4.4.  Total target Pajak Hotel sebesar Rp5.944.998.000,00 sedangkan 

total potensi Pajak Hotel sebesar Rp8.468.539.200,00. Terdapat selisih sebesar 

Rp2.523.541.200,00 antara target Pajak Hotel dan potensi riil Pajak Hotel di 

Kabupaten Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa target Pajak Hotel yang dibuat 

terlalu kecil dan mengindikasikan bahwa masih sangat terbuka peluang bagi 

Kabupaten Semarang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Walaupun 

pada potensi Pajak Hotel masih naik turun tetapi tetap saja masih lebih besar 

dibandingkan target Pajak Hotel dan juga realisasi Pajak Hotel. 
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4.4.2. Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang  

Dari semua hasil perhitungan efektiftas Pajak Hotel yang diperoleh dari 

tahun 2008-2011 diketahui bahwa efektifitas Pajak Hotel untuk tahun 2008 tidak 

efektif, sedangkan tahun 2009 sampai dengan 2011 cukup efektif. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2008-2011 

 

No Tahun Efektifitas Pajak Hotel 

(%) 

Kriteria 

1 2008 79% Cukup 

2 2009 89% Tinggi 

3 2010 87% Tinggi 

4 2011 85% Tinggi 

        Sumber : Data Sekunder Diolah 

Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang yang menunjukkan bahwa 

pemungutan dan pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang sudah efektif. 

Tahun 2008-2011 efektivitasnya sudah efektif, walaupun pada tahun 2008 

termasuk dalam kriteria cukup. Tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan 

dikarenakan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang belum 

mencapai potensi penerimaan riilnya.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Rahmanto dengan judul “Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap 

Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004” yang menyatakan 

bahwa efektivitas pajak hotel di Kabupaten Semarang terus mengalami 

peningkatan tiap tahunnya. 
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4.4.3. Kendala-kendala Dalam Pengelolaan Pajak Hotel Di Kabupaten 

          Semarang 

Dalam setiap proses yang berkaitan dengan birokrasi pasti terdapat 

kendala atau hambatan begitu juga dengan pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten 

Semarang yang tentu juga ada kendala, walaupun pada semua pihak 

menginginkan adanya kelancaran dalam semua pekerjaan dan perwujudan dari 

kelancaran tersebut tidak bisa dari satu pihak tetapi dari semua pihak. 

Kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan Pajak Hotel adalah : 

a. Keterbatasan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak maupun masyarakat 

tentang peraturan perpajakan terutama Pajak Daerah. Ini dapat dilihat 

dengan adanya Pengusaha Hotel yang kurang paham dalam pengenaan 

Pajak Daerah, perhitungan Pajak Daerah, sehingga Kantor DPKD 

mengeluarkan Surat Pemberitahuan untuk semua Pengusaha Hotel (Wajib 

Pajak). 

b. Kurangnya kepatuhan dan kejujuran dalam usaha pajak. Masih ada Wajib 

Pajak yang melakukan kesenjangan dalam perhitungan pajak hal ini terlihat 

dari perbedaan data tingkat hunian antara DPKD dan data tingkat hunian 

hotel yang bersangkutan . 

c. Terbatasnya masa tenggang waktu dalam membayar Pajak Hotel. 

Disamping itu belum adanya tempat pembayaran pajak yang permanen dan 

mudah dijangkau. 

Berdasarkan Kantor DPKD pembayaran pajak hotel di wilayah Bandungan 

untuk Wajib Pajak (selain hotel bintang) dalam membayar pajak hotel mempunyai 
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masa tenggang sehari dalam sebulan pada tanggal 6 tiap bulan di tempat Balai 

Desa Bandungan. Sedangkan untuk daerah lain pembayaran dilakukan di Kantor 

DPKD Kabupaten Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. Selama periode tahun 2008 hingga tahun 2011, target dan realisasi 

penerimaan Pajak Hotel belum pernah melampaui potensi riil penerimaan 

Pajak Hotel. Bahkan Terdapat selisih sebesar Rp2.523.541.200,00 antara 

target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Semarang dengan perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel di 

Kabupaten Semarang. 

2. Efektifitas pajak hotel di Kabupaten Semarang selama periode penelitian 

efektif.  

3. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pajak Hotel yaitu : keterbatasan 

pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan terutama Pajak 

Daerah, kurangnya kepatuhan dan kejujuran pelaku usaha, serta terbatasnya 

masa tenggang waktu dalam hal pembayaran. 
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5.2 Saran 

Melihat dari potensi dan efektifitas pajak khususnya Pajak Hotel dapat 

menunjukkan bahwa untuk Pajak Hotel di Kabupaten Semarang memiliki potensi 

penerimaan cukup tinggi dan efektifitasnya yang efektif. Untuk itu diperlukan 

peran Pemerintah Daerah dan pihak–pihak terkait untuk menggali kembali potensi 

yang cukup besar pada Pajak Hotel sehingga penerimaan dan kontribusi baik 

terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan lagi. 

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut . 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya dinas terkait harus 

mengkaji ulang dalam penetapan target penerimaan Pajak Hotel agar sesuai 

dengan potensi riil. 

2. Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hotel, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Semarang khususnya Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah 

dalam menetapkan Pajak Hotel harus senantiasa melakukan sosialisai arti 

pentingnya pajak terhadap pembangunan sehingga wajib pajak sadar 

membayar pajak.  
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Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Semarang 

Tahun 2008-2011 

Jenis Pajak 2008 2009 2010 2011 

pajak hotel 973.530.000 1.169.704.000 1.347.663.000 1.583.763.000 

pajak restoran 331.929.000 419.448.000 768.474.000 1.268.182.000 

pajak hiburan 109.829.000 162.045.000 329.031.000 375.891.000 

pajak reklame 662.861.000 703.283.000 771.768.000 1.028.166.000 

pajak penerangan jalan 15.756.171.000 17.804.594.000 22.727.319.000 23.092.856.000 

pajak galian C 109.581.000 169.360.000 261.187.000 323.014.000 

pajak parkir - 10.695.000 28.143.000 49.153.000 

Jumlah 17.943.901.000 20.601.174.000 26.233.585.000 27.721.025.000 

           Sumber : BPS Kabupaten Semarang, Indikator Ekonomi, 2009-2012 
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Proporsi Masing-Masing Pajak Daerah Terhadap Total Penerimaan Pajak 

Di Kabupaten Semarang Tahun 2008-2011 

Jenis Pajak 2008 2009 2010 2011 

pajak hotel 5,43 % 5,68 % 5,14 % 5,71 % 

pajak restoran 1,85 % 2,04 % 2,93 % 4,57 % 

pajak hiburan 0,61 % 0,79 % 1,25 % 1,36 % 

pajak reklame 3,69 % 3,41 % 2,94 % 3,71 % 

pajak penerangan jalan 87,81 % 86,42 % 86,63 % 83,3 % 

pajak galian C 0,61 % 0,82 % 1,00 % 1,17 % 

pajak parkir -  0,05 % 0,11 % 0,18 % 

                  Sumber : BPS Kabupaten Semarang, Indikator Ekonomi, 2009-2012, data diolah 
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Jumlah Hotel dan Kamar Hotel per Kecamatan  

di Kabupaten Semarang Tahun 2011 

 

No Kecamatan Hotel 

Kamar 

Hotel 

1 Getasan 87 718 

2 Tengaran 1 30 

3 Susukan -  -  

4 Kaliwungu  - -  

5 Suruh  - -  

6 Pabelan 1 37 

7 Tuntang  - -  

8 Banyubiru  - -  

9 Jambu  - -  

10 Sumowono 8 151 

11 Ambarawa 8 151 

12 Bandungan 104 2 330 

13 Bawen 2 113 

14 Bringin  - -  

15 Bancak  - -  

16 Pringapus -  -  

17 Bergas 8 192 

18 Ungaran Barat 5 107 

19 Ungaran Timur 1 42 

JUMLAH 217 3 720 

                               Sumber : BPS Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2012 
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  

NO 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH 

 

BAB V  

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK  

Bagian Kesatu  

Pajak Hotel  

Pasal 33  

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.  

Pasal 34  

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).  
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Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Semarang Tahun 2011 (ha) 

    Penggunaan Lahan   

Kecamatan 

Pertanian 

 Bukan 

Luas 

Wilayah 

  Sawah Bukan Sawah Pertanian   

Getasan 26,00 4 049,96 2 503,59 6 579,55 

Tengaran 889,81 1 868,79 1 974,95 4 729,55 

Susukan 1 985,62 1 673,21 1 227,77 4 886,60 

Kaliwungu 1 111,61 780,72 1 108,67 2 996,00 

Suruh 2 950,55 1 324,83 2 117,14 6 401,52 

Pabelan 2 338,35 1 116,27 1 342,98 4 797,60 

Tuntang 1 464,35 1 987,38 2 172,46 5 624,20 

Banyubiru 1 227,68 2 220,94 1 992,83 5 441,45 

Jambu 452,00 3 978,01 732,99 5 163,00 

Sumowono 731,62 3 621,74 1 209,84 5  563,20 

Ambarawa 952,08 653,74 1 216,28 2 822,10 

Bandungan 1 560,08 1 452,71 1 810,51 4 823,30 

Bawen 1 110,43 1 865,53 1 580,94 4 657,00 

Bringin 2 045,95 1 985,59 2 156,56 6 189,10 

Bancak 2 046,95 1 595,59 1 599,61 4 384,55 

Pringapus 1 258,17 1 741,80 4 834,73 7 834,70 

Bergas 1 029,46 1 732,55 1 971,09 4 733,10 

Ungaran Barat 914,89 1 403,42 1 277,74 3 596,05 

Ungaran Timur 738,28 1 404,80 1 656,02 3 790,10 

JUMLAH 23 982,83 36 457,13 34 580,70 95 020,67 

                      Sumber : BPS Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2012 
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Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Semarang 

Dirinci per Kecamatan 2011 

Kecamatan Desa Kelurahan RW RT 

Getasan 13 - 70 372 

Tengaran 15 - 124 432 

Susukan 13 - 105 377 

Kaliwungu 11 - 91 262 

Suruh 17 - 101 490 

Pabelan 17 - 86 302 

Tuntang 16 - 108 451 

Banyubiru 10 - 104 311 

Jambu 9 1 59 261 

Sumowono 16 - 79 219 

Ambarawa 2 8 77 337 

Bandungan 9 1 70 327 

Bawen 7 2 66 315 

Bringin 16 - 71 320 

Bancak 9 - 57 169 

Pringapus 8 1 59 294 

Bergas 9 4 82 389 

Ungaran Barat 6 5 77 442 

Ungaran Timur 5 5 79 420 

JUMLAH 208 27 1 565 6 490 

                                  Sumber : BPS Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2012 
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Luas Wilayah, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk 

Di Kabupaten Semarang Tahun 2011 

Kecamatan Luas 

Jumlah Penduduk 

  Sex Kepadatan 

  (km
2
) L P L+P Ratio Jiwa 

Getasan 65,80 24 018 24 569 48 587 97,76% 738 

Tengaran 47,30 32 760 31 650 64 410 103,51% 1 362 

Susukan 48,87 21 539 21 664 43 203 99,42% 884 

Kaliwungu 29,95 12 756 13 556 26 312 94,10% 879 

Suruh 64,02 29 672 30 128 59 800 98,49% 934 

Pabelan 47,97 18 604 18 721 37 325 99,38% 778 

Tuntang 56,24 30 064 30 929 60 983 97,20% 1 085 

Banyubiru 54,41 20 266 20 205 40 471 100,30% 744 

Jambu 51,63 18 308 18 654 36 962 98,15% 716 

Sumowono 55,63 15 138 14 834 29 972 102,06% 539 

Ambarawa 28,22 29 165 29 315 58 481 99,48% 2 072 

Bandungan 48,23 25 765 26 485 53 250 101,06% 1 104 

Bawen 46,57 25 915 27 529 54 444 97,77% 1 169 

Bringin 61,89 20 326 20 834 41 160 97,56% 665 

Bancak 43,85 9 710 10 148 19 858 95,68% 453 

Pringapus 78,35 23 691 26 725 50 416 88,65% 643 

Bergas 47,33 32 086 36 856 68 942 87,06% 1 457 

Ungaran Barat 35,96 36 583 38 457 75 040 95,13% 2 087 

Ungaran Timur 37,99 34 226 34 950 69 176 97,93% 1 821 

JUMLAH 950,21 462 592 476 210 938 802 97,14% 988 

                       Sumber : BPS Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2012 
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Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah  

dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 

Pajak Daerah 

(Rp) 

Kontribusi Terhadap 

Pajak Daerah PAD (Rp) 

Kontribusi 

Terhadap PAD 

2008 17.943.901.000 5.43% 82.900.000.000 1.17% 

2009 20.601.174.000 5.68% 90.389.871.000 1.29% 

2010 26.233.585.000 5.14% 98.831.000.000 1.36% 

2011 27.721.025.000 5.71% 133.198.910.000 1.19% 

               Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2009-2012, (data diolah) 

Kontribusi terhadap Pajak Daerah: 

1. 2008 

=       Realisasi pajak hotel 2008       x 100 

         Realisasi pajak daerah 2008 

=             973.530.000              x 100   = 5,43 % 

17.943.901.000 

2. 2009 

=       Realisasi pajak hotel 2009       x 100 

         Realisasi pajak daerah 2009 

=             1.169.704.000              x 100   = 5,68 % 

             20.601.174.000 

3. 2010 

=       Realisasi pajak hotel 2010       x 100 

         Realisasi pajak daerah 2010 

=             1.347.663.000              x 100   = 5,14 % 

             26.233.585.000 
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4. 2011 

=       Realisasi pajak hotel 2011       x 100 

         Realisasi pajak daerah 2011 

=             1.583.763.000              x 100   = 5,71 % 

             27.721.025.000 

Kontribusi terhadap PAD 

1. 2008 

=       Realisasi pajak hotel 2008       x 100 

               Realisasi PAD 2008 

=             973.530.000              x 100   = 1,17 % 

              82.900.000.000 

2. 2009 

=       Realisasi pajak hotel 2008       x 100 

             Realisasi PAD 2009 

=             1.169.704.000             x 100   = 1,29 % 

             90.389.871.000 

3. 2010 

=       Realisasi pajak hotel 2008       x 100 

               Realisasi PAD 2010 

=           1.347.663.000              x 100   = 1,36 % 

            98.831.000.000 

4. 2011 

=       Realisasi pajak hotel 2008       x 100 

              Realisasi PAD 2011 

=            1.583.763.000             x 100   = 1,19 % 

             133.198.910.000 
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Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2008 
 

No 

Klasifikasi 

hotel 

Jumlah 

Kamar 

Tarif 

Kamar (Rp) 

Tingkat 

Hunian 

Jumlah 

Hari 

Omzet per Tahun 

(Rp) 

Pajak Potensi Pajak 

Hotel (Rp) 

1 pondok wisata 89 30.000 0,25 360  240.300.000 10% 24.030.000 

2 melati 1 2121 40.000 0,34 360  10.384.416.000 10% 1.038.441.600 

3 melati 2 632 50.000 0,24 360  2.730.240.000 10% 273.024.000 

4 melati 3 708 80.000 0,2 360  4.078.080.000 10% 407.808.000 

5 bintang 170 300.000 0,17 360  3.121.200.000 10% 312.120.000 

Total (210) 3720 

   

20.554.236.000  2.055.412.600 

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2009 
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Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2009 
 

No 

Klasifikasi 

hotel 

Jumlah 

Kamar 

Tarif Kamar 

(Rp) 

Tingkat 

Hunian 

Jumlah 

Hari 

Omzet per 

Tahun (Rp) 

Pajak Potensi Pajak 

Hotel (Rp) 

1 pondok wisata 89 30.000 0,19 360  180.576.000 10% 18.057.600 

2 melati 1 2121 40.000 0,24 360  7.330.176.000 10% 733.017.600 

3 melati 2 630 50.000 0,23 360  2.608.200.000 10% 260.820.000 

4 melati 3 708 85.000 0,26 360  5.632.848.000 10% 563.284.800 

5 Bintang 172 325.000 0,18 360  3.622.320.000 10% 362.232.000 

Total (214) 3719 

   

19.374.120.000  1.937.412.000 

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2010 
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Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2010 

 

No 

Klasifikasi 

hotel 

Jumlah 

Kamar 

Tarif 

Kamar (Rp) 

Tingkat 

Hunian 

Jumlah 

Hari 

Omzet per 

Tahun (Rp) 

Pajak Potensi Pajak 

Hotel (Rp) 

1 pondok wisata 88 35.000 0,22 360  243.936.000 10% 24.393.600 

2 melati 1 2126 40.000 0,38 360  11.633.472.000 10% 1.163.347.200 

3 melati 2 638 60.000 0,24 360  3.307.392.000 10% 330.739.200 

4 melati 3 712 85.000 0,23 360  5.011.056.000 10% 501.105.600 

5 Bintang 172 350.000 0,11 360  2.383.920.000 10% 238.392.000 

Total (217) 3736 

   

22.579.776.000  2.257.977.600 

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2011 
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Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2011 

 

no 

Klasifikasi 

hotel 

Jumlah 

Kamar 

Tarif Kamar 

(Rp) 

Tingkat 

Hunian 

Jumlah 

Hari 

Omzet per 

Tahun (Rp) 

Pajak Potensi Pajak 

Hotel (Rp) 

1 pondok wisata 84 35.000 0,16 360  169.344.000 10% 16.934.400 

2 melati 1 2123 50.000 0,35 360  10.699.920.000 10% 1.069.992.000 

3 melati 2 635 80.000 0,22 360  3.520.440.000 10% 352.044.000 

4 melati 3 706 120.000 0,21 360  4.536.756.000 10% 453.675.600 

5 Bintang 172 500.000 0,15 360  3.250.800.000 10% 325.080.000 

Total (217) 3720 

   

22.177.260.000  2.217.726.000 

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


